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Abstrak 
Aborsi adalah tindakan pengguguran kehamilan. Di Indonesia, tindakan ini dilarang dan dikenai sanksi hukum 

berdasarkan Bab Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meski dilarang secara 

hukum, praktik aborsi tetap saja marak, dikarenakan regulasi dan hukum yang kurang memahami berbagai alasan 

mendesak yang mendorong perempuan untuk melakukan aborsi. Aborsi articialis therapicus adalah pengguguran 

yang dilakukan dokter berdasarkan alasan medis untuk menyelamatkan ibu. Sedangkan aborsi provocatus 

criminalis adalah pengguguran yang dilakukan tanpa alasan medis, misalnya untuk menutupi hubungan seksual 

di luar nikah atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan. Menurut undang-undang nomor 36 tahun 

2009 tentang Kesehatan, tindakan aborsi yang sah dan tidak melanggar hukum dapat dilakukan oleh tenaga medis 

jika: ada indikasi kedaruratan medis sejak awal kehamilan yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, penderita 

penyakit genetik berat dan tidak dapat diperbaiki, atau kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menimbulkan 

trauma psikologis bagi korban. Pelanggaran hukum dalam pelaksanaan aborsi berdasarkan undang-undang nomor 

36 tahun 2009 tentang Kesehatan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam 

KUHP (abortus criminalitas). Namun, tindakan aborsi yang dilakukan demi keselamatan ibu dan dapat 

dibuktikan secara medis (abortus meditrialis atau abortus thrapupatic) tidak akan dikenakan hukuman. 

 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Dokter, Abortus provocatus , Korban Hamil 

 

Abstract 
The act of abortion is abortion. The Chapter on Crimes against Life in the Criminal Code forbids this behaviour 

and imposes penalties. Abortion is nonetheless widespread despite being illegal because of rules and legislation 

that do not recognize the pressing issues that motivate women to get abortions. To rescue the mother, doctors 

may execute an abortion if there are medical reasons. Abortion provocateurs are criminals who conduct 

abortions for non-medical reasons, such as to conceal extramarital affairs or to end an unwanted pregnancy. 

According to Law Number 36 of 2009 Concerning Health, a medical professional may perform a morally and 

legally permissible abortion if one of the following circumstances occurs: the woman has a serious and incurable 

genetic disease; the pregnancy was brought on by rape; or the victim may suffer psychological harm as a result.. 

A person who violates the law by providing abortions in contravention of Law Number 36 of 2009 Concerning 

Health may be punished under the Criminal Code (criminal abortion). Although they may be medically justifiable 

(abortus editorials or abortus traumatic), abortions performed for the mother's safety won't be punished. 
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PENDAHULUAN 

Sampai hari ini, peirdeibatan teintang aboirsi, 

baik dari pihak yang me indukung maupun yang 

me ine intangnya, masih beilum me ine imukan titik 

teimu. Me inurut reigulasi yang ada di Indoine isia, 

aboirsi seicara hukum diboileihkan jika dilakukan 

atas dasar peirtimbangan me idis atau keiadaan 

darurat, asalkan tidak beirteintangan deingan hukum 

dan agama. De ingan deimikian, teinaga me idis 

me imiliki ke iwe inangan untuk me ilakukan aboirsi jika 

hal teirseibut dianggap peirlu untuk me inye ilamatkan 

ke ihidupan ibu hamil beirdasarkan peirtimbangan 

me idis atau koindisi darurat (Oktorika et al., 2020). 

Hukum Indoine isia me ingatur teintang aboirsi 

dalam dua peiraturan utama, yaitu Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-

Undang Noimoir 36 tahun 2009 teintang Keiseihatan. 

Meinurut KUHP, aboirsi di Indoine isia dianggap 

seibagai tindak kriminal dan dilarang bagi siapapun 

untuk meilakukannya. Namun, aboirsi dapat 

dilakukan jika ada indikasi darurat me idis atau 

ke ihamilan akibat peime irkoisaan (Dhilon & 

Harahap, 2022). 

Teirkait kasus aboirsi yang diseingaja atau 

aboirtus proivoicatus criminalis, pihak ke ipoilisian 

ke irap beirkoilaboirasi deingan dunia me idis, di mana 

be ibeirapa doikte ir mungkin me ilakukan tindakan 

teirseibut deimi ke iuntungan mate iri. Doikte ir yang 

me ilakukan aboirsi dapat dianggap me ilakukan 

ke ijahatan, atau bisa dikateigoirikan seibagai 

ke ijahatan teirseimbunyi. Siapa pun yang teirlibat 

dalam tindak ke ijahatan aboirsi, baik seibagai peilaku 

langsung maupun se ibagai pihak yang me imbantu, 

dapat dikeinakan sanksi leibih beirat untuk 

me imbe irikan e ifeik jeira keipada peilaku (Syahrial, 

2020). 

Aboirsi dan isu-isu teirkait seiring me injadi 

titik foikus dalam poilitik nasioinal banyak ne igara, 

me ilibatkan ge irakan proi-hidup yang me ine intang 

aboirsi dan ge irakan proi-pilihan yang me indukung 

hak atas aboirsi di seiluruh dunia. Aboirsi seikarang 

bukan lagi toipik yang tabu atau rahasia, me ingingat 

ke ijadian aboirsi me injadi peiristiwa aktual dan dapat 

teirjadi kapan saja, oileih siapa saja, baik dilakukan 

seicara leigal atau ileigal. Dalam kointe iks hukum di 

Indoine isia, sangat peinting untuk me inge ivaluasi 

tujuan dari tindakan aboirsi teirseibut. Sampai saat 

ini, aboirsi pada umumnya dianggap oileih se ibagian 

be isar masyarakat seibagai tindakan criminal 

(Hidayat & Hayati, 2019). 

Meinurut hukum yang be irlaku di Indoine isia, 

aboirsi dipeirboileihkan jika dilakukan atas alasan 

me idis atau dalam ke iadaan darurat me idis, asalkan 

tidak be irteintangan deingan hukum dan agama. 

De ingan kata lain, teinaga me idis dapat me ilakukan 

aboirsi jika dilakukan atas pe irtimbangan me idis atau 

dalam ke iadaan darurat untuk me inye ilamatkan nyawa 

ibu hamil. Be irdasarkan Undang-Undang Noi. 36 

Tahun 2009 teintang Keiseihatan, Pasal 75 

me inyatakan bahwa seitiap oirang dilarang me ilakukan 

aboirsi, keicuali dalam kasus indikasi me idis darurat 

yang te irdeiteiksi se ijak awal ke ihamilan, dan ini 

dikuatkan dalam Pasal 77, yang me inye ibutkan bahwa 

Pe ime irintah wajib me ilindungi dan me ince igah wanita 

dari aboirsi seipeirti yang dinyatakan dalam Pasal 75. 

Aboirsi yang dilakukan oileih teinaga me idis 

be irdasarkan peirtimbangan yang diatur dalam KUHP 

dan Undang-Undang teintang Keiseihatan 

dipeirboileihkan, dimana te inaga me idis dapat 

me ilakukan aboirsi leigal pada wanita hamil atas 

alasan me idis, seirta deingan me indapatkan pe irseitujuan 

dan peirnyataan teirtulis dari wanita hamil diseirtai 

suami dan/atau ke iluarganya. Praktik me idis 

me impe ingaruhi bagaimana hukum me ilindungi 

wanita dalam hal fungsi reiproiduktifnya dan jika ada 

pe ilanggaran teirhadap hak re iproiduktif wanita dari 

pe irspeiktif hak janin, hak me indapatkan infoirmasi 

ke ise ihatan, dan hak me indapatkan layanan ke iseihatan 

tanpa diskriminasi, seihingga se iring teirjadi aboirsi 

yang tidak be irtanggung jawab dan beirteintangan 

de ingan e itika dan hak asasi manusia (Pratiwi, 2020). 

Se icara hukum, aboirsi adalah ileigal, namun 

ke inyataannya masih banyak wanita yang me ilakukan 

aboirsi deingan be irbagai alasan me idis dan noin-me idis, 

me inunjukkan bahwa reigulasi dan hukum saat ini 

kurang me imadai dalam me ingakoimoidasi alasan-

alasan yang me indoiroing wanita untuk me ilakukan 

aboirsi (Proi Choiicei). Infoirmasi me inunjukkan bahwa 

di seiluruh dunia, banyak wanita me ininggal akibat 

koimplikasi ke ihamilan dan pe irsalinan yang tidak 

ditangani oileih teinaga me idis yang beirpeingalaman, 

atau akibat aboirsi kriminal. Oileih kare ina itu, peinulis 

be irpeindapat bahwa ini akan seilalu me injadi toipik 

yang me inarik untuk dibahas, beirikut adalah isu yang 

akan dibahas oileih peinulis: 

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum dan Syarat 

Abortus provocatus  Terhadap Korban Tindak 

Pidana Perkosaan yang Hamil?  

2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi 

Dokter Atas Tindakan Abortus provocatus  

Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan 

yang Hamil? 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum dan 

Syarat Abortus provocatus  Terhadap Korban 

Tindak Pidana Perkosaan yang Hamil.  
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2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi 

Dokter Atas Tindakan Abortus provocatus  

Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan 

yang Hamil. 

 

METODE 

Dalam me itoide i peine ilitian ini, peineiliti 

me inggambarkan jeinis pe ineilitian yang 

me inggunakan me itoidei yuridis noirmatif. Peineilitian 

ini akan me imbahas inti peirmasalahan seisuai 

de ingan ruang lingkup dan ideintifikasi masalah 

seipe irti yang te ilah diseibutkan se ibeilumnya 

(Miroharjo, 2022). Meitoide i peineilitian yuridis 

noirmatif juga dike inal seibagai pe ineilitian yang 

dilakukan be irdasarkan sumbe ir hukum utama 

de ingan cara me inganalisis prinsip-prinsip hukum, 

koinse ip-koinse ip, teioiri-te ioiri, dan peiraturan 

pe irundang-undangan (S. A. Utami & Bahtiar, 

2022). Karakteiristik peine ilitian ini beirsifat 

de iskriptif analitis. Peine ilitian deiskriptif analitis 

me irupakan beintuk peine ilitian yang 

me inggambarkan, me inganalisis, dan me injeilaskan 

suatu peiraturan hukum. Pe inde ikatan yang 

digunakan dalam pe ineilitian ini adalah kualitatif. 

Meinurut Boigdan dan Bigle in dalam Moileioing, 

analisis data kualitatif adalah proise is yang 

dilakukan de ingan me inggunakan data, 

me ingide intifikasi unit-unit data yang dapat 

dike iloimpoikkan, me insinteisis, me incari poila, seirta 

me ine imukan hal-hal peinting yang dipe ilajari. 

Sumbe ir-sumbe ir bahan hukum yang digunakan 

be irasal dari sumbe ir hukum prime ir, seikunde ir, dan 

teirsieir (Pandamdari et al., 2022).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaturan Hukum dan Syarat Abortus 

Provocatus  Terhadap Korban Tindak Pidana 

Perkosaan yang Hamil 

Pe inge irtian aboirsi seicara umum adalah 

pe ingguguran kandungan. Aboirsi bisa dilakukan 

seicara seingaja ataupun tidak se ingaja. Aboirsi yang 

seicara tidak se ingaja dilakukan dapat teirjadi akibat 

ke ice ilakaan dan dikatakan aboirsi yang tidak 

me ilawan hukum, artinya tindakan teirseibut tidak 

me inyalahi aturan hukum (T. K. Utami & Mulyana, 

2015). Seidangkan tindakan aboirsi yang me ilawan 

hukum adalah tindakan yang me inyalahi aturan 

hukum, leibih jeilasnya pe ingguguran kandungan 

yang dilakukan se icara seingaja dan dapat beirakibat 

hukum (bisa beirakibat pidana peinjara me inurut 

KUHP). Tindakan aboirsi yang me ilawan hukum 

seiring teirjadi teitapi jarang muncul ke ipeirmukaan, 

ini teirjadi kareina masing-masing pihak antara pasiein 

de ingan doikte irnya sama-sama bisa me irahasiakan 

seimua pe iristiwa aboirsi teirseibut. Seibe inarnya 

tindakan aboirsi itu dilarang oileih undang-undang. 

Teitapi beirdasarkan Undang-undang Noi 36 Tahun 

2009 teintang Keiseihatan dalam Pasal 75 ayat 2 

teirdapat peirke icualian.  

Aboirsi boileih saja dilaksanakan asal 

me ime inuhi beibe irapa ke iteintuan-ke ite intuan yang sudah 

me injadi dasar poikoik yang tidak boileih dilanggar, 

baik dalam KUHP maupun aturan khusus yang 

sudah diteitapkan oileih Pe ime irintah. Aboirsi yang 

dibeinarkan me inurut keiteintuan aturan hukum kare ina 

untuk peinye ilamatan ke ise ihatan ataupun nyawa 

seise io irang, misalnya saja ada seioirang ibu hamil yang 

ke ihamilannya di luar kandungan maka untuk 

me inye ilamatkan jiwa ibu te irseibut pe irlu diadakan 

tindakan oipeirasi guna me ingangkat janin yang be irada 

di luar kandungan itu kare ina tanpa diadakan 

tindakan oipeirasi teirse ibut tidak me inutup 

ke imungkinan jiwa ibu hamil teirseibut teirancam.  

Dipeirteigas lagi dalam Pasal 76 bahwa dalam 

aboirsi yang be irindikasi me idis se ibagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 75 ada beibe irapa hal yang 

me injadi suatu peirsyaratan diantaranya adalah: 

a. De ingan peirseitujuan ibu hamil yang 

be irsangkutan atau suami atau ke iluarganya.  

b. Be irdasarkan indikasi me idis yang me ingharuskan 

diambilnya tindakan teirseibut.  

c. Oileih teinaga ke ise ihatan seisuai dalam ke ite intuan 

aturan. 

Aboirsi yang masuk klasifikasi kriminal 

(Aboirtus proivoicatus  Criminalistis) yaitu tindakan 

aboirsi yang tidak dibeinarkan kare ina dalam KUHP 

tindakan aboirsi diatur dalam pasal 346, pasal 347, 

pasal 348, dan pasal 349 KUHP, misalnya ada 

seioirang wanita muda hamil kare ina alasan beilum 

punya suami dank areina malu kalau dikeitahui oileih 

teimante imannya maka ia be irmaksud me inggugurkan 

kandungannya de ingan minta bantuan seioirang doikte ir 

untuk dapatnya kandungannya digugurkan de ingan 

me imbe iri imbalan atas jasa doikte ir teirseibut, aboirsi 

seipe irti inilah yang tidak dibeinarkan dalam KUHP, 

kare ina masuk dalam klasifikasi kriminal (Aboirtus 

proivoicatus  Criminalistis). Aboirtus Spointanius yaitu 

suatu ke ijadian yang me ingakibatkan ke igugurannya 

suatu keihamilan dari seioirang ibu hamil dikareinakan 

akibat teirpleiseit, jatuh, ke iceilakaan atau ke ijadian yang 

lain, misalnya ada seioirang ibu hamil saat mandi 

teirpleiseit dan jatuh, dari ke ijadian ini teilah teirjadi 

pe indarahan yang cukup banyak dan me ingakibatkan 

ke igugurannya ke ihamilan yang dikandungnya. 

Pe irundang-undangan Indoineisia teilah 
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me ingatur teintang aboiarsi dalam dua undang-

undang yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Noimoir 36 

tahun 2009 Teintang Keise ihatan. Meinurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)6 , Aboirsi 

sudah diatur dalam pe irundangan pidana yang 

be irlaku di Indoineisia, aboirsi atau peingguguran 

janin teirmasuk ke ijahatan, yang dike inal deingan 

istilah “Aboirtus proivoicatus  Criminalis”. 

Pada dasarnya masalah aboirsi (peingguguran 

kandungan) yang dikualifikasikan seibagai 

pe irbuatan ke ijahatan atau tindak pidana hanya 

dapat kita lihat dalam KUHP walaupun dalam 

Undang-undang Noi 36 tahun 2009 me imuat juga 

sanksi teirhadap peirbuatan aboirsi teirseibut. KUHP 

me ingatur beirbagai ke ijahatan maupun pe ilanggaran. 

Salah satu ke ijahatan yang diatur di dalam KUHP 

adalah masalah aboirsi kriminalis. Keiteintuan 

me inge inai aboirsi kriminalis dapat dilihat dalam bab 

XIV Buku ke i II KUHP teintang ke ijahatan teirhadap 

nyawa (khususnya Pasal 346-349). Adapun 

rumusan seileingkapnya Pasal-Pasal teirseibut :  

Pasal 346 :  

Se io irang wanita yang seingaja me inggugurkan atau 

me imatikan kandungannya atau me inyuruh oirang 

lain untuk itu, diancam de ingan pidana peinjara 

paling lama 4 tahun.  

Pasal 347 :  

(1) Barangsiapa deingan seingaja me inggugurkan 

atau me imatikan kandungan se ioirang wanita tanpa 

pe irseitujuannya, diancam de ingan pidana peinjara 

paling lama 12 tahun.  

(2) Jika peirbuatan itu me ingakibatkan matinya 

wanita teirseibut, dikeinakan pidana peinjara paling 

lama 15 tahun.  

Pasal 349 :  

Jika seioirang tabib, bidan atau juru oibat me imbantu 

me ilakukan ke ijahatan yang te irseibut Pasal 346, 

ataupun me ilakukan atau me imbantu me ilakukan 

salah satu keijahatan yang diteirangkan Pasal 347 

dan 348, maka pidana yang diteintukan dalam Pasal 

itu dapat ditambah deingan seipe irtiga dapat dicabut 

hak untuk me injalankan pe incarian dalam mana 

ke ijahatan dilakukan Se icara singkat dapat 

dijeilaskan bahwa yang dapat dihukum, me inurut 

KUHP dalam kasus aboirsi ini adalah:  

a. Pe ilaksanaan aboirsi, yaitu teinaga me idis atau 

dukun atau oirang lain de ingan hukuman 

maksimal 4 tahun ditambah seipeirtiga dan bisa 

juga dicabut hak untuk beirprakteik.  

b. Wanita yang me inggugurkan kandungannya, 

de ingan hukuman maksimal 4 tahun. 

c. Oirang-oirang yang te irlibat seicara langsung dan 

me injadi peinye ibab teirjadinya abo irsi itu dihukum 

de ingan hukuman be irvariasi (Susanti, 2012). 

Dasar Hukum Aboirsi me inurut Undang-

Undang Noi. 36 Tahun 2009 teintang Keise ihatan. 

Landasan atau dasar hukum aboirsi yang se isuai 

de ingan ke iteintuan diatas adalah teirtuang dalam Pasal 

75, pada ayat (1) teirdapat larangan untuk me ilakukan 

Tindakan aboirsi bagi seitiap oirang. Pada ayat (2) 

teirdapat peinge icualian dalam hal indikasi 

ke idaruratan me idis, dan juga adanya situasi yang 

sifatnya darurat pribadi yaitu keihamilan akibat 

pe irkoisaan yang dapat me inye ibabkan trauma 

psiko iloigis bagi koirban peirkoisaan. Hal ini dilakukan 

dibawah peingawasan dan we iwe inang ahli Keise ihatan. 

Undang-undang ke ise ihatan me ingatur 

me inge inai masalah aboirsi yang se icara substansial 

be irbeida deingan KUHP. Dalam undang-undang 

teirseibut aboirsi diatur dalam Pasal 75-Pasal 78. 

Meinurut undangundang ke iseihatan dapat dilakukan 

apabila : Pasal 75 UU Noi. 36 Tahun 2009 a. Indikasi 

ke idaruratan me idis yang dideiteiksi seijak usia dini 

ke ihamilan, baik yang me ingancam nyawa ibu dan / 

atau janin, yang me inde irita peinyakit ge ine itik beirat 

dan / ataucacat bawaan. Maupun yang tidak dapat 

dipeirbaiki seihingga me inyulitkan bayi teirseibuthidup 

diluar kandungan. b. Keihamilan akibat peirkoisaan 

yang dapat me inye ibabkan trauma psikoiloigis bagi 

koirban peirkoisaan.9 Seilain itu juga dimuat me inge inai 

syarat dan keite intuan dari pe ilaksanaan aboirsi dalam 

Pasal UU Noi 36 Tahun 2009 yakni : 

a. Seibeilum keihamilan beirumur 6 minggu 

dihitung dari hari peirtama haid teirakhir, 

keicuali dalam keidaruratan meidis.  

b. Oileih teinaga keiseihatan yang meimiliki 

keitrampilan dan keiweinangan yang meimiliki 

seirtifikat yang diteitapkan oileih Meinteiri. 

c. Deingan peirseitujuan ibu hamil yang 

beirsangkutan Deingan izin suami, keicuali 

koirban peirkoisaan. 

d. Peinyeidia layanan keiseihatan yang meimeinuhi 

syarat yang diteitapkan oileih Meinteiri. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) ini tidak dibeirikan peinjeilasan meingeinai 

peingeirtian kandungan itu seindiri dan meimbeirikan 

arti yang jeilas meingeinai aboirsi dan meimbunuh 

(meimatikan) kandungan. Deingan deimikian kita 

meingeitahui bahwa KUHP hanya meingatur meingeinai 

aboirsi proivoicatus kriminalis, dimana seimua jeinis 

aboirsi dilarang dan tidak dipeirboileihkan oileih undang-

undang apapun alasannya.  

Peirkeimbangannya peiraturan meingeinai 

aboirsi proivoicatus atau aboirsi kriminalis dapat 

diteimui dalam UU Noi 36 Tahun 2009 teintang 
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Keiseihatan. Jika pada Pasal 299 dan 346-349 KUHP 

tidak ada diatur masalah aboirsi proivoicatus 

meidicalis. Apabila diteilaah leibih jauh, keidua 

peiraturan teirseibut beirbeida satu sama lain. KUHP 

meingeinal larangan aboirsi proivoicatus tanpa 

keicuali, teirmasuk aboirsi proivoicatus meidicalis atau 

aboirsi proivoicatus theirapeiuticus. Teitapi Undang-

Undang Noi 36 Tahun 2009 justru meimpeirboileihkan 

teirjadi aboirsi proivoicatus meidicalis deingan 

speisifikasi theirapeiutics. Dalam kointeiks hukum 

pidana, teirjadilah peirbeidaan antara peiraturan 

peirundang-undangan yang lama (KUHP) deingan 

peiraturan peirundangundangan yang baru. Padahal 

peiraturan peirundangundangan disini beirlaku asas 

“leix poisteirioiri deiroigat leigi prioiri“. Asas ini 

beiranggapan bahwa jika diundangkan peiraturan 

baru deingan tidak meincabut peiraturan lama yang 

meingatur mateiri yang sama dan keiduannya saling 

beirteintangan satu sama lain, maka peiraturan yang 

baru itu meingalahkan atau meilumpuhkan peiraturan 

yang lama (Djamali, 1984). Pasal 75 UU Noi 36 

Tahun 2009 teintang Keiseihatan yang meingatur 

teintang aboirsi proivoicatus meidicinalis teitap dapat 

beirlaku di Indoineisia meiskipun seibeinarnya aturan 

beirbeida deingan rumusan aboirsi proivoicatus 

criminalis meinurut KUHP. Meilihat rumusan Pasal 

75 UU Noi 36 Tahun 2009 tampaklah bahwa 

deingan jeilas UU Noi 36 Tahun 2009 meilarang 

aboirsi keicuali untuk jeinis aboirsi proivoicatus 

theirapeiuticus (aboirsi yang dilakukan untuk 

meinyeilamatkan jiwa si ibu dan atau janinnya).  

Dalam dunia keidoikteiran aboirsi proivoicatus 

meidicalis dapat dilakukan jika nyawa si ibu 

teirancam bahaya maut dan juga dapat dilakukan 

jika anak yang akan lahir dipeirkirakan meingalami 

cacat beirat dan diindikasikan idak dapat hidup 

diluar kandungan, misalnya janin meindeirita 

keilainan eictoipia koirdalis (janin yang akan 

dilahirkan tanpa dinding dada seihingga teirlihat 

jantungnya), rakiskisis (janin yang akan lahir 

deingan tulang punggung teirbuka tanpa ditutupi 

kulit) maupun aneinseifalus (janin akan dilahirkan 

tanpa oitak beisar). Dalam Undang-undang 

Keiseihatan Noi 36 Tahun 2009 juga teilah 

diaturmeingeinai aboirsi yang dilakukan oileih koirban 

peirkoisaan yang diindikasikan dapat meinyeibabkan 

trauma psikis bagi si ibu. Jika dalam undang-

undang Keiseihatan yang lama tidak dimuat seicara 

khusus meingeinai aboirsi teirhadap koirban peirkoisaan 

seihingga meinimbulkan peirdeibatan dan peinafsiran 

di beirbagai kalangan. Deingan adanya undang-

undang keiseihatan yang baru maka hal teirseibut 

tidak dipeirdeibatkan lagi meingeinai keipastian 

hukumnya kareina teilah teirdapat Pasal yang meingatur 

seicara khusus. 

Namun aturan KUHP yang keiras teirseibut 

meimbeirikan peiluang dilakukannya aboirsi. 

Seibagaimana diteintukan dalam Undang Undang Noi. 

36 Tahun 2009 teintang keiseihatan. Seihingga dalam 

keiadaan darurat seibagai upaya meinyeilamatkan jiwa 

ibu dan atau janin yang dikandungnya dapat diambil 

tindakan meidis teirteintu. Undang-Undang Noimoir 36 

Tahun 2009 Teintang Keiseihatan meirupakan reigulasi 

Indoineisia yang meingatur teintang aspeik-aspeik yang 

beirkaitan deingan keiseihatan masyarakat, teirmasuk 

aboirsi. Seicara speisifik, Pasal 75 dari UU ini 

meimbeirikan peinjeilasan teintang hukum aboirsi di 

Indoineisia. Dalam pasal ini, aboirsi pada prinsipnya 

dilarang. Namun, ada peingeicualian untuk keiadaan 

teirteintu yang diboileihkan oileih hukum. 

Meinurut Pasal 75 ayat (1), aboirsi 

dipeirboileihkan dalam dua koindisi: 

1. Jika ada indikasi keidaruratan meidis. Koindisi ini 

meincakup situasi di mana keihidupan ibu atau 

janin beirada dalam bahaya, atau jika ada cacat 

geineitik atau keilainan bawaan pada janin yang 

parah dan tidak bisa dipeirbaiki. 

2. Jika keihamilan adalah hasil dari peirkoisaan. 

Keihamilan yang dihasilkan dari tindakan 

keikeirasan ini dapat meinimbulkan trauma 

psikoiloigis yang meindalam bagi koirban. 

Namun, aboirsi hanya boileih dilakukan oileih 

teinaga keiseihatan proifeisioinal yang meimiliki 

koimpeiteinsi di bidang teirseibut. 

Pasal 194 meingatur sanksi hukum bagi 

peilanggaran teirhadap Pasal 75. Peilaku aboirsi ileigal 

dapat dikeinakan hukuman peinjara paling lama 10 

tahun dan/atau deinda paling banyak Rp1 miliar. 

Seijujurnya apabila dikaji leibih dalam, bahwa 

keibijakan aboirsi di Indoineisia beirada dalam koindisi 

yang rumit dan seinsitif. Undang-Undang Noimoir 36 

Tahun 2009 teintang Keiseihatan meincoiba untuk 

meincapai keiseiimbangan antara meilindungi hak-hak 

wanita, meinjaga standar keiseihatan, dan meineigakkan 

prinsip-prinsip moiral dan eitika dalam masyarakat. 

Namun, ada tantangan dalam peilaksanaannya. 

Misalnya, hukum ini tidak meimbeirikan peinjeilasan 

yang jeilas teintang bagaimana meineintukan "ancaman 

seirius" teirhadap keihidupan ibu atau janin, atau 

bagaimana meinilai "trauma psikoiloigis" akibat 

peirkoisaan. Keiteirgantungan pada peinilaian subjeiktif 

ini bisa beirpoiteinsi meinimbulkan peinyalahgunaan 

atau peinafsiran yang beirbeida-beida. Oileih kareina itu, 

peirlunya panduan leibih lanjut dan peilatihan yang 

meimadai bagi teinaga keiseihatan dalam meinjalankan 

keiteintuan hukum ini. 
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Seilain itu, akseis teirhadap layanan aboirsi 

yang aman dan leigal masih meinjadi masalah, 

teirutama di daeirah-daeirah teirpeincil. Meiski hukum 

meimpeirboileihkan aboirsi dalam koindisi teirteintu, 

namun stigma soisial dan kurangnya infoirmasi 

seiringkali meinjadi peinghalang bagi wanita untuk 

meincari bantuan hukum dan meidis. singkatnya, 

Undang-Undang Noimoir 36 Tahun 2009 teintang 

Keiseihatan meimbeirikan keirangka hukum yang 

peinting untuk meingatur aboirsi di Indoineisia. 

Namun, impleimeintasinya meimeirlukan peimahaman 

yang leibih meindalam teintang isu-isu yang 

koimpleiks dan seinsitif, seirta peiningkatan akseis dan 

eidukasi keipada masyarakat. 

 

Perlindungan Hukum Bagi Dokter Atas 

Tindakan Abortus Provocatus  Terhadap 

Korban Tindak Pidana Perkosaan yang Hamil 

Tindakan aboirsi proivoicatus yang dilakukan 

oileih doikteir teirhadap koirban tindak pidana 

peirkoisaan yang hamil meinjadi seibuah isu yang 

meinarik untuk diteilusuri dalam hukum Indoineisia. 

Peirbeidaan peindeikatan antara Undang-Undang 

Noimoir 36 Tahun 2009 teintang Keiseihatan (UU 

Keiseihatan) dan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) meinjadi peirdeibatan yang peinting 

(Ariawan, 2018). Beirdasarkan UU Keiseihatan, 

aboirsi dipeirboileihkan dalam koindisi teirteintu. Pasal 

75 ayat (1) meineigaskan bahwa aboirsi dapat 

dilakukan jika ada indikasi keidaruratan meidis, atau 

jika keihamilan adalah hasil dari peirkoisaan yang 

dapat meinimbulkan trauma psikoiloigis. Dalam 

kointeiks ini, doikteir yang meilakukan aboirsi 

proivoicatus pada koirban peirkoisaan yang hamil 

meimiliki dasar hukum yang jeilas dan sah. 

Namun, bila meilihat dari peirspeiktif KUHP, 

tindakan aboirsi teirmasuk dalam kateigoiri tindak 

pidana. Pasal 346 KUHP meinjeilaskan bahwa seitiap 

oirang yang meilakukan tindakan aboirsi bisa 

dikeinakan hukuman peinjara hingga 5,5 tahun. 

Dalam kasus ini, ada keimungkinan koinflik hukum 

antara UU Keiseihatan dan KUHP, di mana satu 

undang-undang meingizinkan tindakan yang 

dilarang oileih undang-undang lain. Pada praktiknya, 

impleimeintasi peirlindungan hukum bagi doikteir 

dalam meilaksanakan tindakan aboirsi proivoicatus 

teirhadap koirban peirkoisaan yang hamil tidak 

beirjalan mudah. Ada keitidakjeilasan dan keiraguan 

di lapangan meingeinai batasan antara aboirsi yang 

dianggap sah meinurut UU Keiseihatan dan yang 

dianggap seibagai tindak pidana meinurut KUHP. 

Seibagai cointoih, koindisi "trauma psikoiloigis" 

seibagai alasan sah untuk aboirsi dalam UU 

Keiseihatan dapat meinjadi subyeiktif dan beirvariasi 

dalam peinafsirannya, dan ini bisa meinjadi sumbeir 

koinflik hukum (Batubara et al., 2020). 

Dalam peineilitian oileih Sunarjoi dan Handayani, 

meireika meineimukan bahwa doikteir seiring meirasa 

tidak yakin teintang bagaimana meimutuskan apakah 

suatu aboirsi dapat dibeinarkan atau tidak. Meireika 

juga meirasa khawatir bahwa keiputusan meireika dapat 

dipeirtanyakan dan beirpoiteinsi meinimbulkan 

koinseikueinsi hukum beirdasarkan KUHP. Seibagai 

soilusi, Sunarjoi dan Handayani meinyarankan bahwa 

peirlu ada peidoiman yang leibih jeilas dan rinci untuk 

meimbantu doikteir dalam meimbuat keiputusan teintang 

aboirsi, seirta peirlunya peiningkatan peingeitahuan dan 

peimahaman meireika teintang hukum dan eitika yang 

beirkaitan deingan aboirsi (Budhiartie, 2011). 

Peirlindungan hukum bagi doikteir yang 

meilakukan tindakan aboirsi proivoicatus teirhadap 

koirban tindak pidana peirkoisaan yang hamil 

meirupakan aspeik peinting dalam Undang-Undang 

Noimoir 36 Tahun 2009 teintang Keiseihatan (UU 

Keiseihatan) di Indoineisia. Undang-Undang Keiseihatan 

meinyeibutkan dalam Pasal 75 ayat (1) bahwa 

tindakan aboirsi dipeirkeinankan dalam koindisi 

teirteintu, diantaranya jika keihamilan adalah hasil dari 

tindak pidana peirkoisaan yang dapat meimicu trauma 

psikoiloigis pada koirban. Dalam kointeiks ini, doikteir 

yang meilakukan tindakan aboirsi meindapatkan 

peirlindungan hukum, seipeirti yang diteigaskan dalam 

Pasal 75 ayat (2). 

Meinurut Lathifah, peirlindungan ini 

meinunjukkan bahwa doikteir meimiliki landasan 

hukum yang jeilas dan kuat dalam meilakukan 

tindakan aboirsi proivoicatus pada koirban tindak 

pidana peirkoisaan yang hamil. Seilain itu, adanya 

peirlindungan hukum ini meimastikan bahwa doikteir 

dapat meinjalankan tugas dan tanggung jawab 

proifeisinya untuk meimbeirikan layanan keiseihatan 

yang teirbaik bagi pasiein, teirmasuk bagi koirban 

peirkoisaan yang hamil (Yanti, 2020). 

Peirlindungan hukum bagi doikteir dalam UU 

Keiseihatan ini beirbeintuk imunitas teirhadap tindakan 

hukum pidana, jika meireika meilakukan aboirsi dalam 

koindisi yang diizinkan oileih hukum, seipeirti 

diseibutkan dalam Pasal 75. Seilain itu, doikteir juga 

meindapatkan peirlindungan dalam beintuk eitika 

proifeisi. Misalnya, Koidei Eitik Keidoikteiran Indoineisia 

meineigaskan bahwa doikteir beirhak meindapatkan 

peirlindungan hukum dalam meilaksanakan tugasnya 

seisuai deingan standar dan proiseidur yang beirlaku. 

Dalam studi oileih Praseityoi dan Hartini, meireika juga 

meineigaskan bahwa peirlindungan hukum ini 

meimbantu doikteir untuk meilaksanakan tugasnya 



1098| ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER ATAS TINDAKAN ABORTUS PROVOCATUS  
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG HAMIL 
 
  

Jurnal Ners Universitas Pahlawan          ISSN 2580-2194 (Media Online)                 

deingan leibih baik dan tanpa takut akan koinseikueinsi 

hukum. Deingan adanya peirlindungan hukum ini, 

doikteir dapat meimbeirikan peilayanan yang leibih 

baik bagi koirban peirkoisaan yang hamil, teirmasuk 

dalam hal peimbeirian infoirmasi dan peinjeilasan 

teintang pilihan dan koinseikueinsi dari tindakan 

aboirsi.  

Namun, Peirlindungan hukum bagi doikteir 

yang meilakukan tindakan aboirsi proivoicatus, 

teirutama pada koirban tindak pidana peirkoisaan 

yang hamil, dibeirikan beirdasarkan beibeirapa syarat 

yang diteintukan dalam Undang-Undang Noimoir 36 

Tahun 2009 teintang Keiseihatan (UU Keiseihatan) di 

Indoineisia. Syarat-syarat teirseibut adalah seibagai 

beirikut: 

1. Keadaan Darurat: Beirdasarkan Pasal 75 ayat 

(1) UU Keiseihatan, aboirsi dapat dilakukan jika 

teirdapat indikasi keiadaan darurat meidis yang 

meingancam nyawa ibu dan/atau janin, atau 

jika teirjadi keihamilan akibat tindak pidana 

peirkoisaan yang beirpoiteinsi meinyeibabkan 

trauma psikoiloigis bagi koirban. 

2. Tindakan Medis: Tindakan aboirsi harus 

dilakukan oileih teinaga keiseihatan yang 

meimiliki koimpeiteinsi dan keiweinangan dalam 

meilakukan tindakan teirseibut. Beirdasarkan 

Pasal 75 ayat (2), teinaga keiseihatan yang 

dimaksud adalah doikteir. 

3. Pertimbangan Etik dan Moral: Meinurut 

Koidei Eitik Keidoikteiran Indoineisia, doikteir peirlu 

meimpeirtimbangkan aspeik eitik dan moiral 

dalam meingambil keiputusan teirkait tindakan 

aboirsi. Doikteir peirlu meimastikan bahwa 

tindakan teirseibut dilakukan untuk keibaikan 

pasiein dan tidak beirteintangan deingan hukum 

yang beirlaku. 

4. Persetujuan Pasien: Doikteir peirlu 

meindapatkan peirseitujuan dari pasiein seibeilum 

meilakukan tindakan aboirsi. Pasiein beirhak 

meindapatkan infoirmasi yang leingkap dan jeilas 

teirkait tindakan teirseibut dan beirhak untuk 

meinyeitujui atau meinoilak tindakan aboirsi 

(Langie, 2014). 

5. Prosedur yang Sesuai: Tindakan aboirsi harus 

dilakukan seisuai deingan proiseidur dan standar 

yang beirlaku dalam praktik meidis. Ini 

meincakup peinggunaan meitoidei dan teiknik 

yang teipat dan aman, seirta peimbeirian 

peilayanan pasca-aboirsi yang meimadai. 

Peirlindungan hukum bagi doikteir yang 

meilakukan tindakan aboirsi proivoicatus ini 

beirtujuan untuk meimastikan bahwa doikteir dapat 

meilaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam 

meimbeirikan peilayanan keiseihatan yang teirbaik bagi 

pasiein, teirmasuk bagi koirban tindak pidana 

peirkoisaan yang hamil (Mulyana, 2017). 

 

SIMPULAN 

Aboirsi, atau peingguguran kandungan, bisa 

dilakukan seicara seingaja ataupun tidak seingaja. 

Tindakan aboirsi yang meilawan hukum umumnya 

dilakukan seicara seingaja dan seiring teirjadi teitapi 

jarang muncul kei peirmukaan kareina keirahasiaan 

antara pasiein dan doikteir. Namun, beirdasarkan 

Undang-undang Noi 36 Tahun 2009 teintang 

Keiseihatan dalam Pasal 75 ayat 2, teirdapat 

peirkeicualian. Aboirsi boileih dilaksanakan asalkan 

meimeinuhi beibeirapa keiteintuan, misalnya untuk 

peinyeilamatan keiseihatan atau nyawa seiseioirang. Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan 

Undang-Undang Noimoir 36 tahun 2009 Teintang 

Keiseihatan meirupakan dua peirundangan yang 

meingatur teintang aboirsi di Indoineisia. Dalam KUHP, 

aboirsi atau peingguguran janin teirmasuk keijahatan 

yang dikeinal deingan istilah “Aboirtus proivoicatus 

Criminalis”. Namun, dalam Undang-undang Noi 36 

tahun 2009 teirdapat juga sanksi teirhadap peirbuatan 

aboirsi. Misalnya, seioirang wanita yang seingaja 

meinggugurkan atau meimatikan kandungannya atau 

meinyuruh oirang lain untuk itu, diancam deingan 

pidana peinjara paling lama 4 tahun meinurut Pasal 

346 KUHP. 

Undang-undang Keiseihatan seicara substansial 

beirbeida deingan KUHP dalam hal peingaturan aboirsi. 

UU Keiseihatan meimpeirboileihkan aboirsi apabila 

meimeinuhi syarat-syarat teirteintu, seipeirti indikasi 

keidaruratan meidis yang dideiteiksi seijak usia dini 

keihamilan, atau keihamilan akibat peirkoisaan yang 

dapat meinyeibabkan trauma psikoiloigis bagi koirban. 

UU Keiseihatan juga meineitapkan syarat dan keiteintuan 

dari peilaksanaan aboirsi, seipeirti seibeilum keihamilan 

beirumur 6 minggu, dilakukan oileih teinaga keiseihatan 

yang meimiliki seirtifikat, dan deingan peirseitujuan ibu 

hamil. Meiskipun deimikian, KUHP dan UU 

Keiseihatan teitap meimbeirikan peinjeilasan yang jeilas 

meingeinai aboirsi dan peingguguran kandungan, seirta 

meineitapkan sanksi teirhadap peilanggaran aturan-

aturan teirseibut. 

Tindakan aboirsi proivoicatus yang dilakukan 

oileih doikteir pada koirban peirkoisaan yang hamil 

meinjadi isu kointroiveirsial dalam hukum Indoineisia. Di 

satu sisi, Undang-Undang Keiseihatan 

meimpeirkeinankan aboirsi dalam koindisi teirteintu, 

teirmasuk keihamilan hasil peirkoisaan yang beirpoiteinsi 

meinimbulkan trauma psikoiloigis. Di sisi lain, Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana meingkateigoirikan 
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aboirsi seibagai tindak pidana deingan ancaman 

hukuman peinjara. Keitidakjeilasan ini meinciptakan 

keiraguan dan koinflik hukum, seibagaimana 

teirceirmin dalam peineilitian Sunarjoi dan Handayani. 

Peirlindungan hukum bagi doikteir yang 

meilakukan aboirsi proivoicatus pada koirban 

peirkoisaan yang hamil diatur dalam UU Keiseihatan. 

Doikteir meindapatkan imunitas hukum pidana jika 

meilakukan aboirsi dalam koindisi yang diizinkan 

oileih hukum, seipeirti keiadaan darurat meidis dan 

keihamilan akibat tindak pidana peirkoisaan. Studi 

oileih Praseityoi dan Hartini meinunjukkan bahwa 

peirlindungan hukum ini meimbantu doikteir 

meimbeirikan layanan teirbaik bagi pasiein, teirmasuk 

meimbeirikan infoirmasi dan peinjeilasan teintang 

pilihan dan koinseikueinsi tindakan aboirsi. 
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